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Tesis ini mengambil judul ”Pengaruh Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengevaluasi pengaruh KPK dalam rangka 
pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari hasil evaluasi tersebut akan ditemukan 
saran bagaimana seharusnya KPK dalam rangka pemberantasan korupsi di 
Indonesia. 
Dalam menjelaskan pengaruh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut 
penulis mengaitkannya dengan semangat pemberantasan korupsi sebagaimana 
tersirat dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut, pemberantasan 
korupsi ditujukan pada 3 hal yaitu, melaksanakan pencegahan tindak pidana 
korupsi, melaksanakan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan 
juga mengembalikan kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.  
Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa dari sisi jumlah 
kasus yang ditindak oleh KPK, KPK belum berpengaruh besar dalam 
pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun berdasarkan kasus-kasus yang 
ditindak oleh KPK, koruptor-koruptor kelas kakap, baik dari nilai kerugian 
negaranya maupun dari ketokohannya berhasil ditindak oleh KPK. Dari 
penindakan tersebut, KPK memberi pengaruh yaitu mengembalikan kepercayaan 
masyarakat akan hukum di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi, 
dan optimalisasi kinerja aparat hukum yang berwenang dalam pemberantasan 
tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam hal pengembalikan 
kerugian negara, KPK belum berpengaruh besar dalam mengembalikan kerugian 
negara sebagai akibat tindak pidana korupsi. Dalam hal pencegahan, KPK telah 
berhasil secara optimal melakukan pencegahan tindak pidana korupsi 
 
Kata Kunci : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan, 










This thesis is entitled “The Effect of Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) in Eliminating Corruption Criminal Act in Indonesia”. This research aimed 
to describe and evaluate the effects of KPK in order to eliminate the corruption in 
Indonesia. From the result of this evaluation it will found any suggestion on how 
the KPK should behalf in the pace of eliminating the corruption in Indonesia.  
In explaining the effects of Commission of Corruption Eliminator, the 
author relates to the spirit of corruption elimination as explicated in the Law 
Number 31 of 1999 junction the Law Number 20 of 2001 on the Elimination of 
Corruption Criminal Act. In these laws, the elimination of corruption is purposed 
to three primary matters, i.e. conduct the prevention of corruption criminal act, 
and conduct taking measure toward the perpetrator of corruption criminal act and 
also to compensate the state’s loss as the consequences of corruption criminal act.  
From the result has been conducted, it gained result that from perspective 
of total case has been taken steps by KPK, KPK have not give big influence in the 
elimination of corruption in Indonesia. However, based on the cases had been 
taken steps by KPK, big-classed corruptors, either from the value of state’s loss or 
even from its figure had successfully been taken steps by KPK. From this taking 
measure, KPK gives influences, i.e. to relieve the confidence of society to the law 
in Indonesia in eliminating the corruption criminal act, and optimization of the 
performance of legal apparatus that has authority in eliminating the corruption 
criminal act, i.e. Police and Attorney. In the matter of compensating the state’s 
loss, KPK has not given big influence in compensating the state’s loss as the 
consequences of corruption criminal act. In preventive matters, KPK has 
successfully and optimally conduct any prevention toward the corruption criminal 
act. 
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